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Salah satu tujuan dari peralihan hak atas tanah yang dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang yaitu
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pihak
yang sepakat. Permasalahan yang kerap terjadi adalah ketikatidak terpenuhinya syarat dari asas terang dan
tunai, yaitu jual beli tidak dilakukan di hadapan PPAT. Hal ini seperti yang terjadi dalam Putusan
Mahkamah Agung Nomor 464 K/Pdt/2022, yang di mana pihak pembeli tanah yang tidak dapat melakukan
proses peralihan hak atas tanah. Pihak Penjual menolak untuk dilakukannya proses peralihan hak atas tanah,
padahal Pihak Pembeli sudah membayarkan secaratunai dan sudah dibuatkan kuitansi pembayaran. Pihak
Pembeli yang merasa dirugikan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, dan meminta kepada Majelis
Hakim dalam putusannya untuk menetapkan Pihak Pembeli sebagal Pihak pemilik sah dari obyek sengketa
tanah. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif dan dianalisis dengan menggunakan analisis data
kualitatif. Hasil penelitan menunjukan bahwa perbuatan hukum jual beli tersebut dinyatakan sah
dikarenakan walaupun jual beli belum dilakukan di hadapan PPAT, statusnya sudah mengikat antara pihak
penjual dan pihak pembeli. Hal ini dikarenakan jual beli yang belum dilakukan di hadapan PPAT tersebut
sudah memenuhi syarat materiil dari suatu perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata dan Para Pihak mengakui benar adanya bukti kuitansi yang menyatakan pembayaran atas
obyek sengketatelah terjadi.

...... One of the objectives of the transfer of land rights carried out before an authorized official, namely the
Land Deed Officials (PPAT) isto provide legal protection to the parties who agree. The problem that often
occurs is when the requirements of the clear and cash principle are not fulfilled, namely buying and selling
isnot carried out before the PPAT. Thisis similar to what happened in the Supreme Court Decision Number
464 K/Pdt/2022, where the land buyer cannot carry out the process of transferring land rights. The seller
refuses to carry out the process of transferring land rights, even though the buyer has paid in cash and a
receipt for payment has been made. The Buyer Party who feels aggrieved submits alawsuit to the District
Court, and asks the Panel of Judgesin its decision to determine the Buyer Party asthe legal owner of the
object of the land dispute. The research method used normative juridical and analyzed using qualitative data
analysis. The results of the research show that the legal act of buying and selling is declared valid because
even though the sale and purchase has not been carried out before the PPAT, its status is binding between
the seller and the buyer. Thisis because the sale and purchase that has not been carried out before the PPAT
has fulfilled the material requirements of an agreement contained in Article 1320 of the Civil Code and the
Parties acknowledge that there is proof of receipt stating that payment for the object of the dispute has
occurred.
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